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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam 

suatu perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan bahwa yang 

lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya 

ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta 

autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan 

Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial 

dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera 

janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan 

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah 

diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pengganti Grosse Akta 

Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi yang sama.  Akta autentik 

memuat janji-janji guna menjamin hak kreditur dalam memperoleh 

pelunasan piutangnya 

2. Penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

yang berkaitan dengan tanah yang memberikan perlindungan hukum 

kepada kreditur ketika debitur wanprestasi yaitu di mulai dari pasal 1 

angka 1 yang memberikan Kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam memperoleh 
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pelunasan piutangnya. Selanjutnya pada Pasal 6 Hak untuk menjual 

objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate executie) melalui 

pelelangan tanpa meminta bantuan dari Pengadilan. Dan yang terakhir 

pada Pasal 7 tentang Asas Droit de Suite, Asas ini merupakan jaminan 

khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, bahwa walaupun 

objek Hak Tanggungan sudah berpindah menjadi milik pihak lain, 

kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan 

haknya apabila debitur cidera janji. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran penyusun 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apabila debitur cidera janji, maka yang berhak melakukan penjualan 

atas objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya pemegang 

Hak Tanggungan pertama saja, yang berarti pemegang Hak 

Tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya tidak memiliki hak untuk 

menjual objek Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum 

apabila piutang beralih kepada pemegang Hak Tanggungan kedua 

ataupun kreditur lain, sehingga perlu dilakukan pembenahan dalam 

Pasal ini guna menjamin perlindungan hukum kepada kreditur yaitu 

apabila piutang beralih kepada pihak ketiga yaitu pemegang Hak 

Tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya, maka pihak ketiga inipun 

juga berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. 
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2. Bank Pemerintah sebagai kreditur pada umunmya belum sepenuhnya 

memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 dengan 

sebaikbaiknya, karena apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur 

biasanya bank sebagai kreditur mengajukan permohonan eksekusi 

dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum guna 

memperoleh pelunasan piutangnya. Padahal, proses seperti ini akan 

memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Seharusnya bank 

dapat mengacu pada ketentuan Pasal 6 tersebut karena akan lebih 

efisien, yaitu bank dapat mengajukan permohonan lelang secara 

langsung kepada Kantor Penjualan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) agar objek Hak Tanggungan dapat langsung dilelang, 

sehingga kreditur tidak menunggu waktu yang lama untuk memperoleh 

pelunasan piutangnya. 
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